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NOMOR : 421.1/2%! / 0%/ DikBupp ORA/2025

TENTANG

PEMBERIAN PERUB‘?E&“ ﬁ]m OPERASIONAL
PROGRAM KELOMPOKS‘A GUMANTAR DARUL MUTTAQIN

RENG D KECam
DUSUN DASAN TEF I%AB JUPA TEN LOMBOK VAR ATAN KAYANGAN

Bahwa berdasarkan Berita ac,., p
Hasil Verifikast daznsEValuasi Nomor : 421.1/ 135/04/
DIKBUDPORA/2025 tentang perpop ono “peripey &
lzin Operasional Kl};eny‘-‘lenggara Pendidikan pada
Satuan PAUD DARUL MUTTAQIN, maka
dipandang telah Memenuhi  kelayakan dan
persyaratan untuk  diberikan perubahan izin
Operasional Penyelenggara Pendidikan pada satuan
PAUD KB DARUL MUTTAQN;

b. Bahwa untuk kelancaran administrasi dan
pembinaan sertd mMemberikan kewenangan kepada
satuan PAUD KB DARUL MUTTAQIN, dipandang
perlu menerbitkan perubahan Izin Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan pada PAUD KB DARUL
MUTTAQIN Dusun Dasan Tereng Desa Gumantar
Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara;

c. Bahwa berdasakan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu

menetapkan keputusan,Kepala Dinas pendidikan

Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Lombok Utara tentang Pemberian perpanjangan Izin

Operasional,Penyelenggaraan  Pendidikan  satuan

PAUD KB DARUL MUTTAQIN;

Menimbang

»

apat Penetapan

Mengingat : 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 No.78, tambahan Lembaran
Negara Indonesia Nomor 4301);
2, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Pemerintah’'Kabupaten Lombok Utara
di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99,tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
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Nomor

Undan_g-l‘”gflﬂgpaerah (Lf,ib T8hun 2014  tentang
pemennFah mahun 2014 Sran Negara Republik
Indones!® - oara Republi 1 MO 244, tambahan
Lembaran a telah diubay Onesia Nomor 5587)
sebagal ™ dang-Undang N eberapa kali terakhir
dengan Unubahan ke2 atag or 9 Tahun 2012
tentang per 0014 tentan rldEmg~undang Nomor
23 ’[‘ahunN ara REpubl'kg Pemerintah Daerah
(Lembaran! ffmbahan Né Indonesia Tahun 2014
Nomor 56?7,9)' gara Republik Indonesia
Nomor 'ng Nom

Undaﬂg'unpsggapatanord;na T?hu.n 2016 Tentang
Anggaran 2017 (Lembarap Ne toa Negara Tahun

Anggaran mor 206, ¢ gara Republik Indonesia
n 2016 Nom! » @mbahan Le

Pemerin Nomor 19T
PeraturanNalsiorl al Pendidiian ahun 2005 tentang

Standar mbaran N
Republik Indonesia Tahun 2005 i

Lembaran Negara Republik |
sebagaimana telah bEbe_raPa kali diubah terakhir

Perubahan kedua atas peratyr,
19 Tahun 2005 tentang Setandar Nasiona 1
Pendidikan (Lemba{)an Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 45,tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 5670);

Pera\t1i1ran1"'6‘meﬂr‘ta]"ﬂ\lom(’.r 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian urusan Pemerintahan antarg Pemeritah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintap Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran  Republik
Tahun 2007 Nomor 82,tambahan Lem
Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah  Tahun  920pg tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91,tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tantang
Pengelolaan dan  Penyelenggaraan  Pendidikan
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5105) Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan  Penyelenggaraan  Pendidikan(
Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, tambahan
Lembaran Negara Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republic
Indonesia tahun 2016 Nomor 114, tambahan
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar
Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guruy;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan;

Indonesia
baran Negara
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

. dldikan dan
12 Menteri P* g4 qo ebygg :
Indonesia q:i?kan Anaih Iljm 201 teiat:nn Repl'ﬂ?hk
satuan Pend! teri Pepas. Dini ; i P
13 Peraturan bf);esia Nomngdr]dllkan dan  Kebudayaan
Republi e al Pendidik i ahun 201 4
Standar Nasur)x/r[lenteri P 3% Anak iy 4 —
14 Perzsl‘ﬁglrfaIl donesia Nomf;??gék?;‘dan ll-i:e}izludayaan
T L
15 Peraturanl Dafﬁ» tentanupaterl mbok Utara Nomor
15 Tahun 20 8 Pemben

paerah Kaby N Lombok Utara
%{%barbla;lm“ 15, T&m%it}?n Lombok UtaraTahun

an  Lemb ’
Kabupaten Lombc_»k Utarg Nefiiar 62), aran Negara

ti Lo
16 Peraturan Bups Mbok Utarg Nomor 17 Tahun
an Susunan Organisasi
D Lombok Utara ( Berita

Daerah Kabupaten Lombo Utara Tahun 2021 Nomor

MEMUTUSEKAN

. gURAT KEPUTUSAN KEPALA piyag pENDIDIKAN

KEBUDAYAAN PEMUDA DAN QLAHRAGA TENTANG
PEMBERIAN  PERUBAHAN 11y GpppagioNAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN pADA SATUAN PAUD
KB DARUL MUTTAQIN PROGRAM KELOMPOK BERMAIN
(KB) MENJADI TAMAN KANAK-KANAK (TK) DUSUN
DASAN TERENG DESA GUMANTAR KECAMATAN
KAYANGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA.

. Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

pada satuan PAUD TK DARUL MUTTAQIN Dusun Dasan
Tereng Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten
Lombok Utara.

. Pemegang lzin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

berkewajiban :

1. Menyelenggarakan proses kegiatan Penyelenggaraan
Pendidikan sebagaimana mestinya dengan mentaati
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku:

2. Mengirim lapor bulan secara berkala sesuai dengan
peraturan yang berlaku;

3. Dalam melaksanakan pelayanan proses
penyelenggaran Pendidikan dilaksanakan
pengawasan dan pengendalian pemerintah;

4. Izin Operasional penyelenggaran pendidikan berlaku
selama 3 Tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan
izin tersebut;

5. Izin operasional Pendidikan dapat dicabut kembali
oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Lombok Utara apabil adalam
proses  pelayanan penyelenggaraan Pendidkan
terdapat  penyimpangan terhadap  ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;
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KETIGA

KEEMPAT

. Apabila terdapd
ik

S ——
a2 B A

¢ kekeliruan dalay,

an sebagalMang Keputusan ini akan di

adakan perbal Stinya;

Ditetapkan g; Tanjy
ng

pada tan
88al, 12 November 2025 M
Jumadil Akhir 1447 H

S
NIP. 1970 a Muda (1V/c)
: 1231 199512 1 023

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Lombok Utara,

2. Inspektur Inspek
3. Ketua DPRD Kabup

torat Kabupaten Lombok Utara;
aten Lombok Utara; '

4, Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan se-Kabupaten Lombok Utara
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